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    BUPATI BANTAENG 
 

PERATURAN BUPATI  BANTAENG 
 

NOMOR 22 TAHUN 2012 
 

                                                              TENTANG 
 

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DAN 

PENATAAN, PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANTAENG 
 

Menimbang    :    a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten 
Bantaeng Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar 
Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat perbelanjaan dan 
Toko Modern, maka dipandang perlu membuat peraturan 
pelaksanannya; 

 b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, maka 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

 
Mengingat       :   1. Undang - Undang Nomor 29   Tahun  1959  tentang   

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Indonesia Nomor 1822); 

 2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); 

                            3.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 

     4.  Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821); 

     5.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 
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     6.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866); 

 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil, Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara      Nomor 4866); 

 9.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5059); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4409) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan 
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan 
Toko Modern; 

14. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 
53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 Pedoman Penataan dan 
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 
Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar 
Tradisional; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, 
Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 

 
      MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan   :  PERATURAN BUPATI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN BANTAENG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG 
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DAN PENATAAN, 
PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN 
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Pasal 1 
 

Melaksanakan  Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan 
Toko Modern yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng 
Tahun 2012 Nomor 11 Tanggal 24 November 2012. 
 

Pasal 2 
 

Petunjuk teknis, sistem pelaksanaan dan prosedur administrasi Peraturan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Bupati ini dibuat/disusun oleh Kepala 
Dinas Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bantaeng 
dan  unit/instansi terkait untuk ditetapkan dengan Peraturan / Keputusan Bupati.  

 
                                     Pasal 3 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.    

    
Ditetapkan di Bantaeng 
Pada tanggal 26 November 2012  

     
BUPATI  BANTAENG 
          Cap./ttd. 
H. M. NURDIN ABDULLAH 
  

Diundangkan di Bantaeng 
Pada Tanggal 26 November 2012 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
 
 
 
 
Drs. H. MUHAMMAD YASIN, MT. 
Pangkat : Pembina Utama Madya 
NIP         : 19590112 198603 1 016 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG 
TAHUN 2012 NOMOR 206 
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